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1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini berita mengenai kekerasan terhadap anak tidak lagi

asing didengar, baik itu berupa tindak kejahatan perdagangan anak maupun

kejahatan seksual terhadap anak. Kekerasan terhadap anak ialah sebuah

bentuk penganiayaan, baik fisik maupun psikis, yang dapat mengakibatkan

terancamnya kesejahteraan dan tumbuh kembang anak. Dalam UU No. 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah

amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat

harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.1

Sebagai contoh mengenai kekerasan seksual terhadap anak ialah

dalam kasus Yuyun (14 tahun), siswi SMP 5 Satu Atap Kecamatan Padang

Ulak Tanding (PUT), Kabupaten Rejang, Provinsi Bengkulu yang telah

diperkosa oleh 14 pelaku. Dari hasil pemeriksaan aparat Polres Rejang

Lebong dan Polsek PUT, Pelaku menodai korban hingga menghabisi

nyawanya dengan begitu sadis dan tidak manusiawi. Dalam kronologisnya,

ke-14 pelaku dalam keadaan mabuk keluar dari rumah dan duduk di tepi

jalan perkebunan karet di Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak

Tanding (PUT). Selanjutnya para pelaku yang sedang berkumpul itu melihat

1 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 8.
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2

korban pulang sendirian, lalu para pelaku menyekap yuyun menggunakan

kayu dan memukul kepala yuyun dengan kayu, kemudian para pelaku

mengikat tangan dan kaki yuyun lalu mencekik leher yuyun. Setelah

melakukan tindak kekerasan seksual terhadap yuyun, para pelaku memukul

korban, mengikat korban lalu membuang tubuh korban ke jurang. 2

Dari kerja keras petugas kepolisian setempat, ke-14 pelaku

berhasil ditangkap. Setelah menjalani pemeriksaan dan para pelaku

dinyatakan sebagai tersangka, maka persidangan pun segera dilaksanakan.

Hasil dari serangkaian proses persidangan menyatakan bahwa penjatuhan

putusan terhadap ke-14 pelaku telah dilakukan oleh majelis hakim. Majelis

hakim menyatakan Zainal alias Bos terbukti memerkosa dan membunuh

Yuyun dan majelis hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap Zainal

tersebut. Dasar hukum yang digunakan ialah Pasal 340 KUHP juncto Pasal

55 KUHP, Pasal 80 Ayat (3) dan Pasal 81 Ayat (1) juncto Pasal 76 huruf d di

UU No. 35 Tahun 2014. Selain Zainal, empat terdakwa lainnya yaitu Suket,

Bobi alias Tobi, Faisal dan Dedi dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan

denda sebesar Rp 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah). Terdahap seorang

terdakwa yang masih di bawah umur, hakim menjatuhkan hukuman

rehabilitasi dan pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan

Sosial (LPKS), sedangkan terhadap 7 pelaku lainnya divonis dengan

2http://www.jawapos.com, “diakses pada”, 28 Oktober 2016.
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3

hukuman penjara selama 10 tahun dengan pelatihan kerja selama enam

bulan.3

Karena negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum seperti

yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menunjung tinggi hak-

hak asasi manusia, serta menjamin semua warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada

kecualinya, maka semua yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak

asasi manusia harus mendapatkan hukuman, karena hukum di negara

Indonesia ini  menjamin adanya hak asasi manusia.

Menyinggung mengenai hak asasi manusia, yang dimaksud dengan

hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena dirinya manusia,

dan setiap manusia mempunyai hak asasi dan  tidak seorangpun boleh

mengingkari hak asasi manusia tanpa keputusan hukum yang adil.4 Semua

hak dan kebebasan manusia yang terlihat secara singkat, diceritakan dalam

pernyataan Universal Hak-Hak Asasi (Universal Decleration of Human

Rights) yang dinyatakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10

Desember 1948, bisa muncul menjadi hak yang telah dirampas dari tangan

penguasa absolut, oleh warga negaranya melalui petisi Hak-Hak Asasi

(Petition of Rights). Seluruh Undang-undang Hak Asasi (Bill of Rights),

secara sederhana mulai diperkenalkan untuk diketahui oleh raja-raja

penguasa waktu itu, sebagai mekanisme pengendali terhadap keinginan lalim

3http://jawapos.com, “diakses pada”, 28 Oktober 2016.

4Rhoda E. Howard, HAM : Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya, (Jakarta : Grafiti, 2000), 1.
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4

mereka. Isi hak individual dan politik selalu negatif, ia melarang kekuasaaan

negara untuk mengendalikan dirinya sendiri. Dengan demikian negara tidak

melakukan suatu perbuatan tertentu terhadap beberapa individu, atau

mengingkari hak-hak mereka.5

Berdasarkan Deklarasi PBB di atas, dijelaskan bahwa didalamnya

diatur mengenai hak-hak anak, yang diantara hak dalam deklarasi PBB

tersebut ialah hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak

untuk mengemukakan pendapatnya dimuka umum. Dalam Pasal 1 UU  No.

23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa yang dimaksud anak ialah seseorang yang

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan. Perlidungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa,

merupaka tolak ukur peradaban bangsa tersebut, kerenanya wajib diusahakan

sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan maka

merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. oleh karena itu,

perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian

hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan

mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak

diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.6

Sama halnya dengan negara yang berkewajiban memberikan

perlindungan terhadap anak, di dalam Islam, perintah untuk menjaga dan

melindungi anak merupakan suatu keharusan sebagai bentuk kewajiban

5Rhoda E. Howard, HAM : Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya,..., 54.

6Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2012), 3.
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5

melindungi hak-hak setiap anak sebagaimana Allah SWT berfirman dalam

Surah al-Tahrim ayat 6:















Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, perliharalah dirimu dan

keluargamau  dari api neraka yang bahan bakarnya adlah manusia

dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan

tidak mendurhkai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya

kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”7

Dinilai anak sebagai sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian

khusus, maka diundangkanlah beberapa undang-undang yang memuat

mengenai perlindungan anak sebagai bentuk kepedulian negara ini terhadap

anak. Beberapa instrumen perundang-undangan yang terkait dengan

perlindungan anak diantaranya ialah UUD 1945, UU No. 3 Tahun 1979

tentang Pengadian Anak, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2002

7Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), 448.
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6

tentang Perlindungan Anak juncto UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.8

Sebelum diundangkannya UU No. 23 Tahun 2002, dalam masalah

pemerkosaan terhadap anak di bawah umur hanya dapat dijerat dengan

menggunakan Pasal 287, 290, dan 292 KUHP. Kemudian dengan

diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi

salah satu langkah untuk memberikan perlindungan terhadap anak, terutama

kaitannya dengan masalah pidana pemerkosaan, sebab dalam Undang-

Undang tersebut, secara umum menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar

dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan

martabat, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan.

Penjatuhan pidana tersebut tentulah belum seimbang dengan

dampak yang ditimbulkannya, yakni korban yang masih anak-anak tentu

akan mengalami trauma yang berkepanjangan hingga dewasa bahkan seumur

hidupnya. Padahal di lain pihak pelaku juga melanggar UU No. 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak yakni Pasal 81 tentang orang yang sengaja

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk

melakukan persetubuhan dengannya, dalam Pasal ini pelaku diancam dengan

hukuman maksimal lima belas tahun penjara.

Bentuk sanksi yang terdapat dalam beberapa produk hukum

mengenai perlindungan anak terhadap tindak kejahatan Pemerkosaan

rupanya tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Hal ini dibuktikan dengan

8M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum,..., 9.
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7

semakin banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman yang

berlaku dari tahun ke tahun tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh

karena itu perlu adanya sebuah upaya hukum yang baru untuk memberikan

efek jera sekaligus sebagai tindakan pencegahan agar dapat mengurangi

bahkan untuk menghentikan kasus pidana pemerkosaan terhadap anak di

bawah umur. Salah satu upaya hukum tersebut ialah dengan melakukan

pembaharuan hukum pidana dan mencantumkan hukuman baru terhadap

pelaku kejahatan seksual. Secara singkat dapat dikatakan bahwa

pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan

pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (Police Oriented Approach)

dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (Value Oriented

Approach). 9 Dari uraian di tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat

hukum itu memiliki makna dan hakikat yang berorientasi pada kebijaan dan

nilai.10

Setelah UU No. 23 Tahun 2002 di revisi menjadi UU No. 35

Tahun 2014, kini diundangkan peraturan baru mengenai sanksi pidana

pemerkosaan anak di bawah umur berupa kebiri kimia yang terdapat di

dalam Perpu No. 1 Tahun 2016. Kebiri atau pengebirian merupakan tindakan

bedah atau kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada

jantan atau fungsi ovarium pada betina. Kebiri secara fisik adalah memotong

9Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta : Kencana, 2010), 29.

10 Orientasi pada kebiajkan (Police Oriented Approach) memuat mengenai kebiajkan sosial,
kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. sedangkan orientasi pada nilai (Value
Oriented Approach) memuat mengenai nilai sosiopolitik, nilai sosiofilosofis dan nilai
sosiostruktural.
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saluran testis makhluk hidup (hewan, manusia) sehingga tidak lagi

menghasilkan sperma. Sedangkan yang dimaksud dengan kebiri kimia yaitu

pengebirian dengan cara menyuntik seorang pria dengan obat-obatan yang

secara efektif menyebabkan tumpulnya gairah seksnya untuk jangka waktu

tertentu.

Di dalam Islam pemberiaan hukuman terhadap pelaku kejahatan

harus sesuai dengan tujuan-tujuan hukum Islam, yaitu yang mengandung

sebuah kemaslahatan dengan memperhatikan lima pedoman yakni

keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan

keluarga atau keturunan dan keselamatan harta. Dalam sejarah hukum Islam,

kebiri kimia memang belum ada sehingga kebiri kimia merupakan suatu hal

baru yang harus dicari letak kemaslahatannya dengan cara menggali manfaat

hukum kebiri kimia dari sumber hukum Islam yang ada. Dalam penelitian ini,

peneliti akan mencoba menganalisis kebiri kimia dengan salah satu sumber

hukum Islam yaitu maslahah mursalah. Dari adanya analisis sanksi kebiri

kimia terhadap pemerkosa anak di bawah umur ini diharapkan dapat

diketahui kemaslahatan hukum kebiri bagi pemerkosa anak di bawah umur

dan korban pemrkosaan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka pokok yang terkaji dalam

pembahasan ini ialah:
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9

1. Perlindungan hukum bagi anak terhadap tindak kejahatan pemerkosaan

anak di bawah umur

2. Dampak disahkannya Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan

Anak

3. Kebiri kimia dalam Pasal 81 Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang

Perlindungan Anak

4. Penerima hukuman kebiri

5. Tata cara pelaksanaan kebiri kimia dalam Perppu No. 1 Tahun 2016

Perlindungan Anak

6. Analisis mas}lah}ah mursalah terhadap kebiri kimia dalam pidana

pemerkosaan anak di bawah umur berdasarkan Pasal 81 Perpu No. 1

Tahun 2016.

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu diperjelas batasan

atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji/diteliti dalam penelititan ini

agar penelitian ini dapat terarah permasalahan yang akan dikaji/diteliti,

adapun batasan masalah dalam pembahasan ini yaitu:

1. Sanksi kebiri kimia dalam pidana pemerkosaan anak di bawah umur

berdasarkan Pasal 81 Perpu No. 1 Tahun 2016

2. Analisis mas}lah}ah mursalah terhadap sanksi kebiri kimia dalam pidana

pemerkosaan anak di bawah umur berdasarkan Pasal 81 Perpu No. 1

Tahun 2016.
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C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diangkat berdasarkan latar belakang

di atas adalah:

1. Bagaimana sanksi kebiri kimia dalam pidana pemerkosaan anak di bawah

umur berdasarkan Pasal 81 Perpu No. 1 Tahun 2016?

2. Bagaimana analisis mas}lah}ah mursalah terhadap sanksi kebiri kimia

dalam pidana pemerkosaan anak di bawah umur berdasarkan Pasal 81

Perpu No. 1 Tahun 2016?

3. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan

gambaran hubungan topic sejenis yang akan diteliti penulis yang pernah

dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Dalam

penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan penelitian atau tulisan

yang sedikit kemiripan dalam penelitian yang dilkukan penulis, diantaranya

yaitu penelitian Ita Laili dalam Skkripsinya yang berjudul “Analisis Hukum

Islam Terhadap UU  No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan panjang lebar mengenai

bentuk perlindungan anak yang tercantum dalam undang-undang tersebut. 11

Muhammad Zainudin, dalam tesisnya yang berjudul “Kebijakan

Hukum Pidana Dalam Rangka Penaggulangan Kejahatan Pedofilia”,

11Ita Laili, “Analisis Hukum Islam Terhadap UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”,
(“Skripsi”, --, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2003).
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membahas tentang kebijakan hukum pidana dalam mengatasi kejahatan

pedofilia dan menjelaskan tentang formulasi hukum pidana dalam mengatasi

kejahatan pedofilia di amsa yang akan datang.12

Arifah, dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum

Terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual”, menjelaskan bagaimana

perlindungan hukum. dalam penelitiannya lebih menekankan pada

bagaimana pertanggung jawaban pelaku di tinjau dari UU No. 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan anak.13

Ngabdul Munngim, dalam skripsinya yang berjudul “Studi

Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak

Pidana Pedofilia”, dijelaskan dalam penelitian ini bahwa penulis lebih

mengutamakan sanksi kebiri kimia apabila dijadikan sebagai bentuk

pembaharuan hukum dalam sanksi pedofilia.14

Sebelum melakukan suatu penelitian lebih dalam , peneliti akan

mengungkapkan persamaan dan perbedaan titik acuan penelitian yang

dilakukan oleh peneliti  dengan peneliti sebelumnya. Persamaan titik acuan

peneliti dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya ialah sama-sama

membahas mengenai korban pelecehan seksual yaitu anak di bawah umur,

bentuk perlindungan anak, dan bentuk ancaman sanksi terhadap pelaku

pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.  Sedangkan perbedaan titik

12Muhammad Zainudin, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan
Peofilia”, (“Tesis”, --, Universitas Diponegooro, Semarang 2007).

13Arifah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual”, (“Skripsi”,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).
14Ngabdul Munngim, “Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku
Tindak Pidana Pedofilia”, (“Skripsi”, Universitas Islam Negeri Kalijaga, Yogyakarta, 2015).
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acuan peneliti dengan beberapa hasi penelitian sebelumnya ialah dalam

penelitian ini peneliti lebih membahas mengenai adanya suatu hukuman

tambahan dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang berupa

kebiri kimia sebagaimana yang dimuat dalam Perpu No. 1 Tahun 2016.

Selain itu, dalam penelitian ini peneliti juga akan melakukan analisis

mengenai kebiri kimia dalam salah satu sumber hukum Islam yaitu maslahah

mursalah, sehingga dalam hal ini antara penelitian yangakan dilakukan oleh

peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terdapat

adanya suatu perbedaan.

4. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan ilmiah tentu memiliki tujuan pokok yang akan

dicapai atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu, penulis

merumuskan tujuan penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi kebiri kimia dalam pidana pemerkosaan anak

di bawah umur berdasarkan Pasal 81 Perpu No. 1 Tahun 2016

2. Untuk mengeahui analisis mas}lah}ah mursalah terhadap sanksi kebiri

kimia dalam pidana pemerkosaan anak di bawah umur berdasarkan Pasal

81 Perpu No. 1 Tahun 2016

5. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis (Keilmuwan)

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan

pemikiran bagi mahasiswa fakultas Syariah khususnya prodi Hukum
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Pidana Islam. Serta dapat dijadikan bahan acuan dan landasan

pemahaman dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada penelitian

berikutnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan analisis hukum islam

terhadap kebiri kimia terhadap pemerkosa anak di bawah umur

sebagaimana Pasal 81 Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan

Anak atau mengenai bentuk perlindungan anak terdahap tindak pidana

asusila sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014

maupun yang tercantum dalam Perpu No. 1 Tahun 2016.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan bagi para

penegak hukum untuk menjalankan tugasnya agar sesuai dengan prinsip-

prinsip dalam Islam dengan memperhatikan bentuk kemaslahatan yang

mengandung lima unsur jaminan dasar yaitu keselamatan agama,

keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan

serta keselamatan harta benda.

6. Definisi Operasional

1. Mas}lah}ah Mursalah adalah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan

tujuan-tujuan syariat Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang

khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat

tersebut.15

15Muhamad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003), cet. Ke 8, 427.
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2. Kebiri kimia adalah pengebirian yang yang dilakukan dengan cara

menyuntikkan zat kimia tertetu. Dengan menyuntikkan obat

antiandrogen, seperti medroxyprogesterone acetate atau cyproterone.

Yakni Obat-obatan yang dapat menekan fungsi hormon testosteron.

Untuk menurunkan level testosteron, yakni hormon laki-laki, yang

bertanggung jawab pada timbulnya libido.16

3. Pemerkosaan adalah suatu perbuatan yang menggunakan paksaan

terhadap perempuan untuk bersetubuh dengan dia (Pemerkosa) di luar

perkawinan, sehingga menimbulkan luka pada korban pemerkosaan.17

4. Perpu No. 1 Tahun 2016 adalah perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak, karena dalam Perpu ini terdapat 4

Pasal yaitu Pasal 81, 81 A, 82 dan 82 A dan dalam hal ini semua Pasal

tersebut mengganti bunyi Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014

mengenai sanksi tindak kejahatan pemerkosaan.

7. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara yang digunakan untuk

mengumpulkan atau mengolah bahan dan menemukan kebenaran dalam

suatu penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dapat digolongkan dalam

jenis penelitian kualitatif (kepustakaan) dengan prosedur penelitian yang

16Supriyadi Widodo Eddyono, Menguji Euforia Kebiri : Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan
Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia, (Jakarta, 2016),
9.

17Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), 17.
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menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen,

undangundang, bahan-bahan pustaka (library research), artikel-artikel dan

sumber-sumber yang berkaitan dengan kebiri kimia dalam Perppu No. 1

Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Untuk mendapatkan hasil yang akurat dalam menjawab rumusan

masalah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai

berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library

research), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari

buku-buku hukum, buku-buku seksualitas, jurnal dan literatur yang

berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang akan dihimpun atau

digali melalui sumber-sumber data yang berkaitan dengan Pasal 81

Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam

rumusan masalah adalah:

a. Sanki kebiri kimia dalam Pasal 81 Perppu No. 1 Tahun 2016

1) Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2) Pasal 81 Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

3) Jenis Pengebirian

4) Cara melakukan pengebirian
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5) Obat yang digunakan untuk kebiri kimia

6) Alat yang digunakan untuk kebiri kimia

7) Tata cara penjatuhan hukuman kebiri kimia dalam Perppu No. 1

Tahun 2016

8) Tata cara kebiri kimia dalam Perppu No. 1 Tahun 2016

b. Teori mas}lah}ah mursalah

1) Konsep mas}lah}ah mursalah

2) Cara menemukan mas}lah}ah mursalah

3. Sumber Data

Sumber data yakni sumber penggalian data, baik primer maupun

sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data

yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang paling utama,

terikat dengan penelitian yang dilakukan, dan memungkinkan untuk

mendapat sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan

penelitian, sumber primer dari penulisan ini yaitu Perppu No. 1

Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak .
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b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang bersifat

membantu dan melengkapi sumber primer, sumber skunder dari

penulisan ini yaitu :

1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2) M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta : Sinar

Grafika, 2013)

3) Rhoda E. Howard, HAM : Penjelajahan Dalih Relativisme

Budaya, (Jakarta : Grafiti, 2000)

4) Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia,

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)

5) Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,

(Jakarta : Kencana, 2010).

6) Zachary Edmods Oswald, “Off With His: Analyzing the Sex

Disparity in Chemical Castration Sentences”, (Michigan Journal

of Gender and Law, 2013).

7) Supriyadi Widodo Eddyono, Menguji Euforia Kebiri : Catatan

Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi

Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia, (Jakarta, 2016)

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data yang

secara riil (nyata) digunakan dalam penelitian. Sesuai dengan bentuk

penelitiannya yakni kajian pustaka (library research), maka penulis
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mengumpulkan data ini dengan cara dokumentasi, yaitu mencari pokok-

pokok bahasan yang sesuai dengan pembahasan karya ilmiah ini.

Kemudian penulis membaca, menulis, menelaah, merangkum, dan

mengumpulkan data yang berkaitan dengan sanksi kebiri kimia dalam

pemerkosaan anak di bawah umur berdasarkan Pasal 81 Perppu No. 1

Tahun tersebut.

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka (library

research), maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan

berbagai buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian

memilih secara mendalam sumber data kepustakaan yang relevan dengan

masalah yang dibahas.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang terkait dengan permasalahan tersebut

kemudian akan diolah dengan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Editing yaitu melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang

diperoleh secara cermat baik dari sumber primer maupun sumber

sekunder, dengan tujuan maqa>sid al-shari>’ah terhadap sanksi kebiri

kimia dalam Pasal 81 Perppu No. 1 Tahun 2016.

b. Organizing yaitu mengatur dan menyusun data yang sistematis

mengenai kajian maqa>sid al-shari>’ah terhadap kebiri kimia dalam

Pasal 81 Perppu No. 1 Tahun 2016 sehingga dapat diperoleh

gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah serta

mengelompokkan data yang diperoleh.
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c. Analyzing yaitu dengan memeberikan analisis lanjutan terhadap hasil

editing dan organizing data menggunakan teori-teori dan maqaa>sid al-

shari>’ah sehingga dapat diperoleh kesimpulan

d. Translitrasi yaitu teknik mengubah bahasa Arab ke bahasa latin

(bahasa Indonesia) agar dapat dipahami oleh orang-orang yang

membaca, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami

penelitian ini.

6. Teknk Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan teknik deskriptif analisis, dimana penulis menggambarkan

atau menguraikan tentang sanksi kebiri kimia dalam pidana pemerkosaan

anak di bawah umur mulai dari definisi dan cara pelaksanaan sanksi

tersebut sebagaimana yang termuat dalam Perppu No. 1 Tahun 2016,

sehingga dalam hal ini penulis menguraikan secara sistematis tujuan

yuridis hukuman kebiri dalam perspektif ushul fiqih yaitu maslahah

mursalah.

8. Sistematika Pembahasan

Yang dimaksud sistematika pembahasan dalam penelitian ini

adalah uraian dalam bentuk essay yang menggambarkan alur logis dari

struktur bahasan skripsi. Agar tercapainya pembahasan penelitian ini menjadi
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sistematis dan kronologis yang sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka

dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat, adapun sistematika

pembahasan dalam penelitian adalah sebagai berikut:.

BAB pertama merupakan awal yang memaparkan secara global

tentang latar belakang masalah yang dikaji. Hal ini merupakan langkah awal

untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini berisi

Pendahuluanmemuatmengenai pokok penelitian yang meliputi

uraiantentanglatarbelakangmasalah,  identifikasimasalah, batasanmasalah,

rumusanmasalah, kajianpustaka, tujuanpenelitian, kegunaanhasilpenelitian,

definisioperasional, metodepenelitiandansistematikapembahasan.

BAB kedua menjelaskan secara detail mengenai mas}lah}ah

mursalah. Dalam bab ini berisi kerangka teoritis atau kerangka konseptual

mengenai mas}lah}ah mursalah yang memuat mengenai konsepmas}lah}ah

mursalah yang meliputi definisi, dasar hukum, kehujjahan, objekdan syarat-

syarat mas}lah}ah mursalah.

BAB ketiga akan menjelaskan secara detail mengenai deskripsi

singkat tentang masalah kebiri kimia dalam Perppu No. 1 Tahun 2016

tentang Perlindungan Anak mulai dari disahkannya Perppu No. 1 Tahun 2016

hingga bagaimana tata cara pelaksanaan hukuman pengebirian.

BAB keempat berisi mengenai analisis maslahah mursalah

terhadap sanksi kebiri kimia dalam pidana pemerkosaan anak di bawah umur

berdasarkan Pasal 81 Perpu No. 1 Tahun 2016.
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BAB kelima berisi mengenai penutup yang berisi kesimpulan

tentang sanksi kebiri kimia dalam pidana pemerkosaan anak di bawah umur

berdasarkan Pasal 81 Perppu No. 1 Tahun 2016 serta saran ayng menyangkut

penelitian yang diteliti oleh peneliti.


